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ABSTRAK 

 

Parubahan, (2022) : Pengawasan Depot Air Minum Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Di Kabupaten 

Padang Lawas Utara Prespektif  Fiqh Siyasah 

 

 Menurut peraturan menteri kesehatan tentang tata pengawasan air minum 

dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan untuk menjalin kualitas dari air minum 

yang dihasilkan dan untuk itu perlu dibuktikan otentik yang dapat menjamin 

kualitas air yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hukum tentang persyaratan kualitas air minum di kabupaten padang lawas utara, 

untuk mengetahui peran dinas kesehatan dalam melaksanakan pengawasan 

terhadap kualitas depot air minum, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi dinas kesehatan dalam memaksimalkan pengawasan kualitas depot 

air minum.  

Dari latar belakang masalah tersebut permasalahan yang muncul dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Depot 

Air  Minum Di Kabupaten Padang Lawas Utara, Apa faktor-faktor yang 

mempengaruhi terkait Pengawasan Depot Air Minum, Bagaimana Tinjauan Fiqh 

Siyasah Atas Pengawasan Dinas Kesehatan Di Kabupaten Padang Lawas Utara. 

Dan adapun jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode pendekatan 

kualitatif dan analisis data deskriptif  kualitatif.  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa 

penyelenggaraan Depot Air Minum diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No.416/Menkes/Per/IX/1990. Adapun Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Pengawasan Depot Air Minum Berdasarkan peraturan Menteri 

Kesehatan Di padang Lawas Utara dalam menjalankan programnya, yakni dari 

faktor yang mendukung dalam melakukan pengawasan, adapun faktor pendukung 

adalah petugas yang terampil, sanitariankit, lembar IkL, Dinas Perizinan, dan 

Puskesmas, dan Faktor yang menghambat dalam melakukan pengawasan adalah 

masih minimnya pengetahuan pemilik usaha tentang air minum yang aman di 

Kabupaten Padang Lawas Utara.  

Dari prespektif fiqh siyasah Pengawasan Depot Air Minum Di Kabupaten 

Padang Lawas Utara, tidak sesuai dengan kaidah fiqh siyasah yang ada. Hal ini 

dikarenakan Pengawasan Depot Air Minum hanya terfokus pada pengawasan saja 

tetapi tidak memperhatikan aturan yang memperkuat dan fakta dilapangan masih 

banyaknya usaha depot air minum yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan No.43 tahun 2014 pada Bab III terkait Persyaratan.  

 

Kata Kunci :  Pengawasan, Depot Air Minum dan Fiqih Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara kesatuan yang melekat secara vertikal pada distribusi 

kekuasaan menciptakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Hubungan ini dicapai secara administratif dengan mengembangkan kebijakan 

desentralisasi.
1
 

 Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan 

dan dapat langsung diminum, dalam memenuhi kebutuhan air, manusia selalu 

memperhatikan kualitas dan kuantitas air, kualitas dapat diperoleh dengan 

mudah karena adanya siklus hidrologi, yakni siklus ilmiah yang mengatur dan 

memungkinkan tersedianya air permukaan dan air tanah. Namun demikian, 

pertumbuhan penduduk dan kegiatan manusia menyebabkan pencemaran 

sehingga kualitas air yang baik dan memenuhi persyaratan tertentu sulit 

diperoleh, hal inilah yang menjadi alasan mengapa air minum dalam kemasan 

(AMDK) yang disebut-sebut menggunakan air pegunungan banyak 

dikonsumsi. 

 Depot air minum adalah usaha kecil menengah yang melakukan 

pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada 

konsumen atau masyarakat, Air minum depot isi ulang memiliki dampak 

positif dan negatif, dampak positif adanya depot air minum adalah 

menyediakan air minum yangkualitasnya aman dan sehat bagi konsumen 

untuk dikonsumsi, menyediakan air minum yang memenuhi kuantitas dan 

menyediakan air minum secara berkala untuk menunjang kebutuhan 

masyarakat rumah tangga. 

Perkembangan depot air minum berpotensi juga menimbulkan dampak 

negatif apabila tidak adanya peraturan yang mengikat, karena isu yang 

mengemuka saat ini yaitu rendahnya jaminan kualitas air minum yang 
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dihasilkan oleh pemilik usaha depot air minum, sehingga apabila hal tersebut 

tidak dikendalikan akan menyebabkan keburukan bagi kesehatan, misalnya 

keracunan zat kimia, dan penyebaran penyakit melalui air.  

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal pokok dalam 

rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peranan penting 

dalam penyusunan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, kesejahteraan 

umum termasuk kesehatan, maka haruslah diusahakan pelaksanaan cita-cita 

bangsa yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945, yaitu mewujudkan suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, materil, 

dan spiritual berdasarkan pancasila, bagi suatu masyarakat Indonesia yang 

adil, makmur, dan sejahtera, soal kesehatan merupakan suatu unsur yang 

sangat penting. Sehubungan itu, maka perlu ditetapkan suatu Undang-undang 

pokok kesehatan.
2
 

 Salah satu faktor pendukung kesehatan manusia adalah 

mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, konsumsi terhadap 

makanan dan minuman yang sehat adalah suatu keharusan yang dilakukan 

setiap hari, konsumsi terhadap air yang sehat harus selalu dijaga dan 

dilindungi dari para pembeli dan pelaku usaha depot air yang menjual air 

minum. 

Banyak masyarakat di Indonesia mengenai air minum ini kurang 

mengerti seperti bagaimana cara melihat air yang layak untuk dikonsumsi atau 

tidak, karena keterbatasan ekonomi dan kebanyakan masyarakat di Indonesia 

ini terbilang menengah kebawah sehingga tidak mampu untuk membeli air 

minum yang memang jelas terjamin mutunya, sehingga banyak masyarakat 

yang membeli air minum isi ulang secara praktis, dan kadangkala sering nya 

ditemukan air yang kurang steril seperti adanya rasa tidak enak didalam air 

minum saat dikonsumsi. kadangkala juga ada ditemukan benda-benda halus 

yang berwujud aneh didalam air galon isi ulang, bahkan jentik-jentik nyamuk 

                                                             
2
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pun ada ditemukan didalam air galon tersebut, sehingga banyak masyarakat 

yang antisipasi dengan keadaan air yang dibelinya.
3
 

Kondisi air yang buruk membuat banyak masyarakat yang merebus 

atau memasak ulang air tersebut agar terjamin untuk dikonsumsi, namun 

karena keterbatasan ekonomi masyarakat tetap membeli air tersebut untuk 

tetap dikonsumsi. Cara untuk membuat air tersebut lebih steril yaitu dengan 

cara dimasak kembali untuk menjamin mutunya dan kebersihannya untuk 

kesehatan, namun hal tersebut terkadang membuat masyarakat terbebani 

dengan cara merebus atau memasaknya kembali. 

Kehidupan masyarakat terhadap air sangat dibutuhkan, bahkan 

keseharian kehidupan masyarakat bergantungan dengan air minum, air minum 

ini digunakan untuk minum serta memasak, dan apabila air minum depot isi 

ulang itu harus dibeli dan direbus atau dimasak kembali, tentu hal ini 

membebani masyarakat seperti yang telah saya sampaikan diatas, masyarakat 

akan terbebani dari segi ekonomi, karena harus membeli air tersebut lalu 

dimasak ulang dan akan menambah pengeluaran untuk bisa memasak air 

tesebut. kebutuhan masyarakat akan air, khususnya air minum semakin lama 

semakin meningkat, sehingga air yang terkandung didalam bumi atau tanah 

semakin terbatas, sehingga masyarakat banyak beralih ke produk air minum 

depot isi ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga banyak 

resiko yang akan didapat dari masyarakat akan air tersebut karena semakin 

maraknya pencemaran air yang kesterilannya belum terjamin. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, juga menimbang bahwa: 

“Masyarakat perlu dilindungi dari risiko penyakit bawaan air akibat 

mengkonsumsi air minum yang berasal dari depot air minum yang tidak 

memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi.”
4
 Mengingat 

kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, maka 

                                                             
3

 Trie M. Sunaryo, Tjoek Walujo, Aris Harnanto, Pengelolaan Sumber Daya Air 

Konsepdan penerapan, bayumedia publishing, 2007, hlm. 41 
4
 Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 

Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. 
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pemerintah harus menciptakan suatu pembangunan kesehatan yang memadai 

sebagai upaya perbaikan terhadap baik buruknya tingkat kesehatan selama 

ini.
5
 

Pelayanan kesehatan yang didapat masyarakat berupa suatu sosialisasi 

yang dilakukan pemerintah maupun suatu pengawasan terhadap hal-hal yang 

menyangkut kesehatan masyarakat itu sendiri, pemerintah yang aktif dan tegas 

dalam penyelenggaraan tugasnya tentu akan membuat masyarakatnya 

sejahtera. yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam pembahasan ini yaitu 

Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok fungsi utuk 

mengawasi bagaimana peredaran air minum depot isi ulang yang telah banyak 

dikonsumsi atau digunakan masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-

hari. karena air minum termasuk hal pokok yang sangat dibutuhkan untuk 

kehidupan, oleh karenanya pengawasan dari Dinas Kesehatan terhadap air 

minum depot isi ulang ini harus memang tegas dalam penelitiannya dan 

pelaksanaannya, karena itu berkaitan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.
6
 

Berdasarkan Keputusan Menteri terkait tentang Persyaratan Teknis 

Depot Air Minum pada Pasal 6 ayat (4) bahwa: “biaya pengambilan sampel 

produk dan pengujian terhadap mutu air baku dibebankan kepada pengelola 

depot air minum yang bersangkutan”.
7
 

Namun pemilik usaha yang bersangkutan dinilai kurang pro-aktif 

melaporkan kepada Dinas Kesehatan sesuai jangka waktu yang diatur dalam 

peraturan yang berlaku atau biasanya sekali dalam tiga bulan.
8
 Tetapi yang 

menjadi masalah pengusaha air isi ulang enggan mengajukan permohonan 

untuk uji kelayakan karena mempertimbangkan biaya yang dibebankan 

kepadanya. Disisi lain juga ditemukan permasalahan terkait dengan Higenie 

Sanitasi depot air minum isi ulang seperti beberapa depot yang lokasi 

pengisiannya terletak di pinggir jalan raya, proses pembersihan galon yang 

                                                             
5
 Muhammad erwin , Hukum Dalam Sistem kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup, 

PT, Refika Aditama, 2008 hlm. 61 
6
 Sujatmo, Aspek-Aspek Pengawasan, Jakarta: Rajawali Press, 1982.  

7
 Indonesia, Keputusan Menteri Perdagangan No. 651/MPP/KEP/X/2004 tentang 

Persyaratan Teknis Depot Air Minum. 
8
Ibid, hlm. 34 
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tidak terstandar, peralatan pengisian air yang tidak steril dan suplai air minum 

yang tidak jelas asalnya.
9
 

Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang lebih mendalam dengan judul “PENGAWASAN DEPOT 

AIR MINUM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI 

KESEHATAN NO. 43 TAHUN 2014 DI KABUPATEN PADANG 

LAWAS UTARAPRESPEKTIF FIQH SIYASAH”. 

 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah berisi uraian tentang cakupan wilayah masalah yang 

akan diteliti. Batasan masalah yang dimaksud agar masalah lebih spesifik dan 

terfokuskan serta untuk menghindari kemungkinan munculnya permasalahan 

yang lain. Oleh karena itu, agar penelitian ini lebih terfokus dan spesifik, 

penulis membatasi dan menitikberatkan pada permasalahan yaitu, mengenai 

Pengawasan Depot Air Minum Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 

43 Tahun 2014 Di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 Prespektif 

Fiqh Siyasah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penulis rinci dengan bentuk pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Di 

Kabupaten Padang Lawas Utara? 

2. Apa  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Dinas Kesehatan dalam 

Melakuakan Pengawasan Depot Air Minum di Kabupaten Padang Lawas 

Utara?  

3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Dinas Kesehatan 

Terhadap Depot Air Minum Di Kabupaten Padang Lawas Utara? 

 

 

                                                             
9
Saragih, Sistem Pengawasan dalam Organisasi, Jakarta: Rajawali Press, 1982  
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahuiPengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air 

Minum Di Kabupaten Padang Lawas Utara. 

b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pengawasan Dinas 

Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Di Kabupaten Padang Lawas 

Utara. 

2. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap 

tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara ilmiah diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan 

memperkaya literature bagi siapa saja yang tertarik dengan topik 

pembahasan bidang ini. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian. 

2) Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan 

menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut di kalangan 

akademisi maupun praktisi. 

3) Sebagai wadah dalam menerapkan ilmu yang dimiliki oleh penulis 

dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam menganalisa 

efektifitas program pemerintah. 
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E. Sistematika Penulisan 

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman 

pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum. Untuk 

mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, 

penulis membagi masing- masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab 

akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan adalah 

sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : KONSEP TEORITIS 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

masalah yang diangkat meliputi pembahasan tentang Pengawasan 

Dinas Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 

2014, Fiqh Siyasah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian 

subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, 

teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang hasil data penelitian Pengawasan 

Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum. Dan Tinjaun Fiqih 

Siyasah Atas Pengawasan Dinas Kesehatan Di Kabupaten Padang 

Lawas Utara.  

BAB V : KESIMPULAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang dicapai dari hasil 

penelitian dan saran sebagai bagian dari pemecahan masalah 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

LAMPIRAN 
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BAB II 

KONSEP TEORITIS 

 

A. Konsep Teori  

1. Konsep Pengawasan  

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata 

awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu 

dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan 

berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.
10

Jika 

memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari 

pengawasan yang dimaksud adalah suatu rencana yang telah di gariskan 

terlebih dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai dengan rencana semula dan 

apakah tujuannya telah tercapai. 

Menurut Prayudi: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan 

pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan 

apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.
11

Pengawasan atau 

kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan 

tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari 

penyimpangan-penyimpangan. 

Menurut George R. Terry menjelaskan bahwa: “Pengawasan 

merupakan proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, 

mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan perbaikan 

sedemikian rupa hingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana. 

Menurut M. Manullang mengatakan bahwa: “Pengawasan adalah suatu 

proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, 

menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.
12

 

                                                             
10

Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Bandung: Ghalia Indonesia, 

2016), hlm. 2 
11

Prayudi, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 80 
12

 M.Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2015), hlm. 18 
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Menurut Herujito menyatakan bahwa ada tujuh prinsip-prinsip 

pengawasaan, yaitu  

1. Mencerminkan sifat apa yang diawasi 

2. Dapat diketahui degan segera penyimpangan yang terjadi  

3. Luwes (seorang yang inisiatif dapat mencoba cara memecahkan masalah) 

4. Mencerminkan pola organisasi/instansi 

5. Ekonomis  

6. Dapat mudah dipahami 

7. Dapat segera diadakan   

Fungsi pengawasan antara lain: Sebagai alat untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap ketentuan yang dilakukan apakah sesuai dengan rencana 

dan sebagai alat untuk menyempurnakan atau perbaikan terhadap 

penyelewengan dan penyimpangan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana. 

Pada prinsipnya pengawasan mengandung unsure koreksi yang bersifat 

pengendalian atau pengaturan terhadap suatu proses atau kegiatan. Maksud 

dari pengawasan adalah untuk mengatur dan mengendalikan suatu proses 

dengan jalan menilai kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan sebelumnya. 

Tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh 

secara berdaya guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya.Tujuan pengawasan adalah : Mengusahakan pelaksanaan rencana 

berjalan sesuai dengan rencana dan apabila terdapat penyimpanan maka perlu 

diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya. 

2. Tanggung Jawab Pemerintahan dalam Pengawasan 

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri 

dilakukan secara berjengjang oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP. 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Adapun hak atas 

kesehatan yang dimaksud adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan 
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dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan 

yang setinggi-tingginya.  

Adapun pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan 

perikemanusian, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan 

terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-diskriptif, serta norma-

norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, seabagai 

investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara 

sosial dan ekonomis.  

Tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan, supaya apa yang 

direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat meralisir tujuan utama tersebut, 

maka pengawasaan pada tahaf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil 

tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun pada waktu-

waktu yang akan datang. Pengawasaan memastikan bahwa segala sesuatu 

berada dalam keteraturan, berjalan sesuai garis yang ditentukan, teori yang 

ada, dasar-dasar yang bisa dipercaya, dan tujuannya adalah menyingkap sisi 

kelemahan dan kesalahan-kesalahan serta membenarkannya dan mencegah 

terulangnya hal itu kembali.
13

 Tujuan dalm melakukan pengawasaan untuk 

menjaga kualitas air minum yang akan dikomsumsi oleh konsumen atau 

masyarakat.  

Bila dilihat dari fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur 

dan mengoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi 

dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, 

implementasi syariah diwujudkan melalui : 

                                                             
13

 Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif 

Islam (Jakarta : Gramedia, 2015), h. 33. 
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a. Ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan 

dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa. 

b. Kontrol anggota, dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah 

team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan 

pengawasan dari personelnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. 

c. Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main 

yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.
14

 

Dalam sebuah pengawasan memiliki prinsip-prinsip yang mana sebuah 

koreksi terhadap suatu kesalahan dalam pandangan islam didasarkan atas 3 

dasar: 

a. Tawaşawbil Ӊaqqi (saling menasihati atas dasar kebenaran dan norma 

yang jelas). Tidak mungkin sebuah pengendalian akan berlangsung 

dengan baik, tanpa norma yang jelas. Norma dan etika harus jelas. Norma 

danetika itu tidak bersifat individual, tetapi harus disepakati bersama 

dengan aturan-aturan main yang jelas. 

b. Tawaşaw bis şabri (saling menasihati atas dasar kesabaran). Pada 

umumnya seorang manusia sering mengulangi kesalahan yang pernah 

dilakukan. Oleh karena itu, diperhatikan Tawa shaubis shabri atau 

berwasiat dengan kesabaran. Koreksi yang diberikan pun harus 

berulangulang. Disinilah pentingnya kesabaran.
15

 

c. Tawaşawbil marhamah (saling menasihati atas dasar kasih sayang). Hal 

ini ditetapkan dalam Al-Qur‟an dalam surat Al-Balad ayat 17  

                       

Artinya : “saling berwasiat atas dasar kasih sayang”. Tujuan melakukan 

pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah mencegah 

seseorangterjerumus pada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya 

adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang 

dimaksud dengan taushiyah.
16

 

                                                             
14

 7M. Ismail Yusanto dan Karebet Widjajakusuma, Manajemen Strategis Perspektif 

Syariah (Jakarta : Khirul Bayan, 2003),h. 148. 
15

 Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan 

(Bamdung: Pustaka Setia, 2013),h. 140. 
16

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Surabaya: Halim Publishing. 

2013), h. 328 
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Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif maka perlu 

dipenuhi beberapa prinsip dari pengawasan yaitu: 

a. Adanya rencana tertentu. Rencana merupakan standar atau alat pengukur 

dari pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut 

menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau 

tidak. 

b. Adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan. Wewenang 

dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena 

berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah 

menjalankantugas dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada 

bawahan dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan. 

c. Dapat mereflektir sifat-sifat kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus 

diawasi. Agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat 

merealisasikan tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus 

dapat segera melaporkan adanya penyimpangan dari rencana. Oleh karena 

itulah sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan 

penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat diambil tindakan untuk 

pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat 

sesuai atau mendekati apa yang dilaksanakan sebelumnya. 

d. Fleksibel. Suatu sistem pengawasan adalah efektif, bilamana sistem 

pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibelitas. Ini berarti bahwa sistem 

pengawasan itu tetap dapat dipergunakan meskipun terjadi perubahan 

terhadap rencana diluar dugaan. 

e. Ekonomis. Sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sungguh-sungguh 

diperlukan. Tidak ada gunanya membuat sistem pengawasan yang mahal, 

bila tujuan pengawasan itu dapat dijelmakan dengan suatu sistem 

pengawasan yang lebih murah. Sistem pengawasan yang dianut oleh 

perusahaan besar tidak perlu dianut, bila itu tidak ekonomis bagi 

perusahaan tertentu, yang menjadi pedoman haruslah membuat 

danmenganut suatu sistem pengawasan dangan benar-benar merealisasi 

motif ekonomi.
17

 

                                                             
17

 Tanjung, Manajemen Syariah.,h. 173-175 
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3. Pengawasaan Dalam Islam 

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang 

tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.  

Di dalam islam, pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di dalam 

Al-qur‟an surah As-Shof ayat 3: 

“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa 

yang tidak kamu kerjakan.” 

Dan adapun hadist yang mendukung pengawasan dalam islam 

Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan 

evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran islam sangat memperhatikan adanya 

bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan 

pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits 

Rasulullah Saw sebagai berikut: 

“Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih 

dahulu pekerjaan mu sebelum melihat pekerjaan orang lain.” (HR. Tirmizi: 

2383) 

Maksud dari pernyataan diatas tersebut bahwa setiap dalam melakukan 

pengawasan perlunya melihat apa yang harus sebenarnya diperbaiki supaya 

apa yang lakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengkoreksi yang salah 

dan membenarkan yang hak.  

Pengawasan (controlling) dalam ajaran Islam (hukum syariah) paling 

tidak terbagi menjadi dua hal, yaitu : 

a. Kontrol  

Berkenaan dengan makna dari controlling, dalam beberapa literatur 

kajian Islam, sebenarnya telah dirumuskan beberapa konsep yang salah 

satunya dapat dirujuk dari pendapat Ahmad Bin Daud yang menyatakan 

“Controlling adalah tugas administratif secara personal atau kolektif yang 

fokusnya adalah pemantauan aktifitas organisasi dan memeriksa kegiatan 

tersebut dari dalam sistem secara tematis (bagian per-bagian) dengan 

tujuan membetulkan yang salah atau mengubah sesuatu agar kembali 

kepada yang lazim (semestinya) dan yang demikian itu untuk memastikan 
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akan keselamatan program kegiatan organisasi tersebut, baik dari segi 

pelaksanaan, sarana maupun tujuannya dan semua itu dilaksanakan dengan 

landasan melaksanakan kewajiban dan menaati firman Allah swt, yang 

berkenaan dengan penyifatan orang yang beriman maka hakikat 

controlling atau pengawasan dalam Islam mempunyai karakteristik antara 

lain: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya 

manajer, tetapi juga Allah Swt, menggunakan metode yang manusiawi 

yang menjunjung martabat manusia. Dalam konteks organisasi, ar-riqobah 

atau pengawasan merupakan kewajiban yang terus menerus harus 

dilaksanakan, karena pengawasan merupakan pengecekan jalannya 

planning dalam organisasi untuk menghindari kegagalan atau akibat yang 

lebih buruk. Mengenai faktor ini, al-Qur‟an memberikan konsepsi yang 

tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan al-Qur‟an 

lebih dahulu pada intropeksi dan evaluasi diri dari pribadi seorang 

pemimpin apakah sudah sejalan dengan pola dan tingkah berdasarkan 

planning dan program yang telah dirumuskan semula. 

Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid 

dan keimanan kepada Allah swt. seseorang yang yakin bahwa Allah pasti 

mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia 

yakin bahwa Allah adalah yang kedua dan ketika berdua ia yakin bahwa 

Allah yang ketiga. Seperti diungkap dalam Al-Qur‟an Surat Al-Mujadalah 

ayat 7 : 

                      

                      

                          

         

“Tidaklah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di 

langit dan apa yang ada di bumi ? tidak ada pembicaraan rahasia antara 

tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima 
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orang, melainkan Dia yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari 

itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana 

pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberikan kepada mereka 

pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesunnguhnya Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S Al-Mujadalah :7).
18

 

 

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari 

pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam 

memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang 

diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus 

dijalankan. Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu 

pegawai Muslim. Ia harus berhati-hati dan bertaqwa dalam pekerjaannya, 

selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa 

Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.
19

 

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi Muslim 

akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan dan menuntunnya 

konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariah Allah dalam setiap 

aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka 

hanyalahmanusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam 

sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung 

menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu.Oleh karena itu 

Islam menetapkan sistem sosio politik untuk menjalankan fungsi 

pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan 

merupakan tanggung jawab sosial dan politik yang harus dijalankan 

masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non 

formal.
20

Allah berfirman : 

                           

          

                                                             
18

 Kementerian Agama RI, op. cit, h. 543 
19

 Abu Sinn dan Ahmad Ibrahim, Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis dan 

Kontemporer (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012),h. 180. 
20

Ibid.,h. 180. 
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Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang 

menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf 

dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang 

yang beruntung”. Q.S Ali-Imran :104).
21

 

 

b. Fungsi dan Tujuan  

Di dalam al-Qur‟an, fungsi pengawasan dapat terungkap di antaranya pada 

QS. as-Shof [61]: 3: 

              

Artinya: “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan 

apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” 

 

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara 

terencana, dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar-

mengajar yang merupakan hal yang harus diperhatikan, karena substansi 

dari pembelajaran adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar 

secara baik dan maksimal. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau 

mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadits, An-

Nawawi (1987: 17) yang diriwayatkan dari Ya‟la Rasulullah bersabda: 

Artinya: “Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berlaku 

ihsan dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhari)
22

 

Pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut 

juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri 

atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan 

penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara 

penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.
23

Terkadang 

pengawasan dari luar lebih besar pengaruhnya dari pada pengawasan 

pribadi dalam mewujudkan kedisiplinan.
24

 

                                                             
21

 Kementerian Agama RI, op. cit, h. 63 
22

 Muhammad Bin Isma‟il Bin Ibrohim Bin al-Mughiroh Al-Bukhori, Shohih al-Bukhori. 

Bairu: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, No. 6010. 
23

 Tanjung, Manajemen. ( Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 157. 
24
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Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang bulit in ketika 

menyusun sebuah program. Dalam menyusun program harus ada unsur 

kontrol didalamnya. Tujuannya adalah seseorang yang melakukan 

pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan, bukan 

pekerjaan yang dianggap enteng dan diacuhkan. Oleh karena itu, 

pengawasan terbaik adalah pengawasan yang dibangun dari dalam diri 

orang yang diawasi dari sistem pengawasan yang baik. 

Sistem pengawasan yang baik tidak dapat dilepaskan dari 

pemberian punishment (hukuman) dan reward (imbalan). Seorang 

karyawan yang melakukan pekerjaannya dengan baik sebaiknya diberr 

reward. Bentuk reward tidak mesti materi, tetapi dapat pula dalam bentuk 

pujian, penghargaan yang diutarakan di depan karyawan lain, atau bahkan 

promosi (baik promosi belajar, maupun promosi naik pangkat atau 

jabatan).
25

 

Demikian pula karyawan yang melakukan pekerjaan dengan 

berbagai kesalahan, bahkan hingga yang merugikan perusahaan diberi 

punishment. Bentuk punishment pun bermacam-macam, mulai dari 

teguran, peringatan, skors, bahkan hingga pemecatan (resign). Reward dan 

punishment ini merupakan mekanisme pengawasan yang sangat penting. 

Ada satu hal yang harus dipelajari manajer, yaitu sebuah 

pengawasan akan berjalan dengan baik jika masing-masing manajer 

berusaha memberikan contoh terbaik kepada bawahannya. 

1) Pengawasan pada zaman Rasulullah Saw Berkaca pada sejarah hidup, 

Rasulullah Saw melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu 

dalam kehidupan. Jika seseorang yang melakukan kesalahan, pada saat 

itu Rasulullah Saw menegurnya. Tidak ada kesalahan yang didiamkan 

oleh Rasulullah. Keika melihat seseorang yang wudhunya kurang baik, 

beliau langsung menegurnya saat itu juga. 

Pada zaman Umar bin Khattab, terjadi pengawasan terhadap 

para pekerja. Para pekerja yang mendapatkan tugas tertentu benar-

                                                             
25
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benar diawasi. Kasus yang terkenal adalah kasus Gubernur Mesir 

Amru bin Ash yang mengambil tanah tanah orang Yahudi untuk 

membuat irigasi dan jalan tanpa persetujuannya. Persoalannya, orang 

Yahudi tidak mau tanahnya hilang begitu saja meskipun ditujukan 

untuk kepentingan umum. Peristiwa itu dilaporkan pada Umar. Begitu 

mendengar pengaduan yang diterima, Umar langsung memanggil 

Amru bin Ash dan menanyakan kebenaran berita yang diterimanya. 

Amru bin Ash membenarkan tindakannya yang mengambil tanah 

Yahudi itu. Umar pun memerintahkan Amru bin Ash untuk 

mengembalikan tanah orang Yahudi.
26

 

2) Kepercayaan dan pengawasan 

Kepercayaan dan pengawasan tidak dapat dipisahkan. Seorang 

pemimpin boleh percaya kepada bawahan, tetapi tetap dengan kontrol. 

Sebuah kepercayaan yang diberikan tanpa adanya kontrol 

sering disalahgunakan. Banyak terjadi kasus orang kepercayaan yang 

tiba-tiba berkhianat. Hal itu terjadi karena kepercayaan yang diberikan 

terlalu berlebihan dan tidak ada mekanisme kontrol. Jika bertransaksi 

dengan rekan bisnis, transaksi itu harus jelas, walaupun bukan satu dua 

kali melakukan kegiatan usaha dengan rekanan tersebut. Jika telah 

berbicara mengenai uang, segalanya harus jelas. Oleh karena itu, 

dalam Al-Qur‟an dikemukakan bahwa setiap transaksi harus dicatat 

karena jika tidak, kepercayaan ini dapat hilang dan penyesalan akan 

timbul belakangan. 

3) Mekanisme kontrol 

Mekanisme kontrol dapat dilakukan dengan cara pengawasan 

langsung. Jika menunjuk orang sebagai manajer di suatu perusahaan, 

pemilik perusahaan harus mengirim orang untuk mengawasi langsung 

gerak-geriknya. Inilah yang disebut pengawasan langsung. 

Pengawasan terhadap karyawan yang bersifat langsung 

memerlukan pengawas-pengawas yang tegas dan humanis, bukannya 
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pengawas yang selalu mencurigai orang yang diawasinya. Jika hal ini 

terjadi, bukan perkembangan karyawan yang terjadi, melainkan 

ketidaknyamanan suasana yang jika berlarut-larut akan menimbulkan 

13 konflik yang serius. Meskipun orang yang diawasi memiliki 

potensi, jika orang yang mengawasi tidak memberikan kesempatan 

terlebih dahulu, potensi orang tersebut tidak akan mendatangkan hasil 

yang baik. Oleh karena itu, faktor pengawas juga ikut menentukan.
27

 

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 

Peraturan Menteri kesehatan yang selanjutnya disebut Permenkes 

adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk 

menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang leih tinggi atau di bentuk 

berdasarkan kewenangan.
28

 

Penetapan Peraturan Menteri menjadi salah satu jenis peraturan 

perundang-undangan yang diakui keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan 

di Indonesia merujuk pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada redaksinya, 

disebutkan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam ayat (2) 

Pasal 8 tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Menteri diakui 

keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan perintah Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan delegasi kewenangan yang 

yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kepada 

Peraturan Menteri. Sementara itu, Peraturan Menteri yang dibentuk 

berdasarkan kewenangan merupakan peraturan yang dibentuk dalam rangka 

penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan.  
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Peraturan Menteri kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 ini ditetapkan 

dengan pertimbangan. Bahwa, masyarakat perlu dilindungi dari risiko 

penyakit bawaan air akibat mengkomsumsi air minum yang berasal dari depot 

air minum yang tidak memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higieni  

sanitasi.  

a. Ketentuan Umum 

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1) Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang 

melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam 

bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen. 

2) Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa 

proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat 

langsung diminum. 

3) Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko 

terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan 

penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi. 

4) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan 

oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan 

yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu 

atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi. 

5) Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses 

pengelolaan Air Minum pada DAM untuk melayani konsumen. 

6) Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan yang 

bertugas untuk melakukan penilaian pemenuhan persyaratan teknis 

usaha DAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.Inspeksi 

Sanitasi adalah pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap 

fisik sarana dan kualitas Air Minum.  

Pasal  2Setiap DAM wajib: 
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a) Menjamin Air Minum yang dihasilkan memenuhi standar baku 

mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

b) memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air 

Minum. 

b. Pembinaan dan pengawasan 

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan yag mengatur tentang 

pembinaan dan pengawasan di atur dalam pasal 20 bahwa pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaanperaturan menteri ini dilakukan secara 

berjenjang oleh menteri, kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP.  

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana diamaksud pada ayat 1 

diarahkan untuk:  

1) Mencegah dan mengurangi timbulnya resiko kesehatan dari Air 

Minum yang dihasilkan DAM  

2) Memelihara dan mempertahankan kualitas air minum yang dihasilkan 

DAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus 

mendaya gunakan tenaga sanitarian yang telah memiliki sertifikat 

sebagai tenaga pengawas Higiene Sanitasi pangan.  

4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

melalui asistensi, bimbingan teknis, uji petik, monitoring dan evaluasi.  

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melibatkan 

organisasi profosi atau asosiasi DAM.  

Pasal 21  

Dalam rangka pembinaan, Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat mempublikasikan setiap DAM 

yang telah mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. 
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Pasal 22 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP 

melakukan pengawasan melalui Inspeksi Sanitasi terhadap pemenuhan 

persyaratan Higiene Sanitasi DAM paling sedikit 2 (dua) kali setahun 

dengan menggunakan Formulir Inspeksi Sanitasi DAM. Hasil pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi dengan tembusan Menteri. 

Pasal 23 

1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

atau Kepala KKP dapat memberikan sanksi administratif kepada DAM 

yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ini. 

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa: 

 

a) Teguran lisan 

b) Teguran tertulis 

c) Pencabutan sertifikat laik higiene sanitasi. 

3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat 

memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pejabat yang 

berwenang mengeluarkan izin usaha. 

Pasal 24  

1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, setiap DAM yang telah 

memiliki izin usaha atau sudah beroperasi, harus menyesuaikan 

ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 

2) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan sebelum 

ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai habis masa 

berlakunya. 

Pasal 25  

1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk mengungkapkan penelitian 

yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya atas tema atau topik penelitian 

yang dianggap memiliki kesamaan dengan penelitian yang direncanakan. Hal 

ini bertujuan untuk menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan 

penelitian sebelumnya.
29

 

1. Skripsi berjudul“Pengawasan  obat dan makanan  (BPOM) di kecamatan 

Pinolosian Kabupaten BolangMongondow Selatan”, oleh Riksan 

puputungan Universitas sam ratulangi manado (2014). Masalah dalam 

penelitian  ini yaitu masalah dalam pengawasan peredaran obat tradisional, 

sehingga masih adanya obat tradisional ilegal yang beredar di pasaran.  

Adapun  Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah pengawasan Depot Air Minum berdasarkan peraturan 

Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Di Kabupaten padang Lawas Utara 

2. Skripsi Muhammad Iqbal 

Penelitian Muhammad Iqbal „‟analisis  dinas kesehatan terhadap 

kualitas air minum(Studi kasus di kota medan), oleh muhammad iqbal 

(2018). Perbedaannya terletak pada indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pengendalian skripsi ini hanya membahas sebatas 

analisis dinas kesehatan terhadap kualitas air minum.  

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan 

adalah pengawasan Depot Air Minum berdasarkan peraturan Menteri 

Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Di Kabupaten padang Lawas Utara   

3. Adapun skripsi yang berjudul pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas 

Perhubungan Kota Dumai, oleh Bayu wahyudi saputra ( 2014). Skripsi ini 

hanya membahas permasalahan yang terjadi di Kota Dumai masih banyak 

Angkutan Kota yang terjaring dalam operasi penumpang umum dan 

barang yang kedapatan melakukan pelanggaran izin yang seharusnya 

dilengkapi Angkutan seluruh angkutan kota sebagian juga tidak memenuhi 
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 Tim penyusun Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Suska  Riau, Buku Panduan 

Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2020), h. 34 



 

 

24 

syarat layak jalan hal ini dapat menimbulkan masalah berkaitan dengan 

keselamatan bagi penumpang dan pengguna jalan yang lain.  

Adapun Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah pengawasan Depot Air Minum berdasarkan peraturan 

Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Di Kabupaten padang Lawas Utara  

4. Adapun skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Kantor Camat Baraka Kabupaten Enrekang” oleh, lilis 

Gustin (2018). Yang mana masalah yang dibahas dalam skripsinya 

mengenai penagawasan kinerja pegawai pada kantor Camat Baraka 

Kabupaten Enrekang.  

Adapun Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah pengawasan Depot Air Minum berdasarkan peraturan 

Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Di Kabupaten padang Lawas Utara  

5. Adapun skripsi yang berjudul tentang “pengawasan Dinas Kesehatan 

dalam Pengoperasian depot air minum isi ulang di kecamatan Pinolosian 

Kabupaten Bolang” oleh, Gaery Rahman Saputra (2014). Masalah yang 

diteliti adalah banyaknya depot air minum isi ulang yang belum 

mempunyai izin resmi dari BPOM serta syarat Hygiene sanitasi yang 

sering diabaikan, serta ditambah lagi masih kurangnya kesadaran 

pengusaha depot air minum melaksanakan kewajiban pemantauan air yang 

diproduksinya.  

Adapun Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah pengawasan Depot Air Minum berdasarkan peraturan 

Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Di Kabupaten padang Lawas 

Utara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu mengkaji ketentuan, kebijakan dan program pemerintah yang 

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.
30

 Pada 

penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, 

yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga 

tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 

utuh. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. 

Penelitian ini dilakukan di dinas kesehatan kabupaten padang lawas utara.
31

 

Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penulis berasal dari 

daerah tersebut sehingga lokasinya mudah dijangkau oleh penulis serta 

penulis cukup mengatahui kondisi perkembangan di wilayah tersebut, dan 

penulis melihat bahwa Dinas kesehatan di daerah ini masih belum efektif.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian  

Subjek penelitian menurut Tatang M. Arimin adalah sumber yang 

dijadikan tempat untuk menggali informasi mengenai keterangan 

penelitian.
32

 Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah kepala dinas 

dan pegawai dinas Kesehatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.  
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 Susiadi, Metode Penelitian, (Lampung:Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut 

Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 18 
31

Ibid, hlm. 94 
32

 Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 61 
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2. Objek penelitian 

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran dan 

perhatian dalam suatu penelitian untuk mendapatkan jawaban serta solusi 

dari permasalahan. 
33

Adapun  yang menjadi objek dari penelitian ini 

adalah pengawasaan dinas kesehatan terhadap depot air minum 

berdasarkan peraturan menteri kesehatan no. 43 tahun 2014 di kabupaten 

padang lawas utara. 

 

D. Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-

individu atas subjek/ objek yang hendak diteliti. Sampel adalah sebagian dari 

populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.
34

Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 19 orang yang terdiri dari 1 

orang ketua dinas kesehatan, 1 operator, 14 orang pegawai dinas dan 3 

koordinator dinas kesehatan di Kabupaten Padang Lawas Utara yang 

ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, populasi dan sampel. 

 

E. Sumber Data 

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang 

digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber 

data yaitu lapangan dan kepustakaan.
35

Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di 

lapangan dengan melakukan wawancara dan angket pada pihak-pihak 

yang terlibat dengan penelitian.  
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 Sugiyono, Metode PenelitianBisnis: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 
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34

 Anwah Hidayat, Populasi dan Sampel, artikel dari https://WWW. Statiskian. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data tersebut diperoleh 

dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti
36

.  

3. Data Tersier 

Data Tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas 

yakni data primer dan data sekunder. Data ini di peroleh sebagaimana 

yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses interaksi tanya jawab kepada 

responden untuk mendapatkan informasi yang ingin dicapai. 
37

 Dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan bersama Bapakdr. SriPrihatin Kn 

Harahap, selaku kepala Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara, M. Kes, 

ibuk Adel Yanti Siagian, SKM selaku kabid pelayanan kesehatan , serta  

bapak M. Umar Nasution, SE, MM selaku kabid sumber daya kesehatan.  

2. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pegamatan secara langsung di lapangan. 
38

  Penulis melibatkan diri secara 

langsung dalam lingkungan penelitian mengenai Pengawasan depot air 

minum berdasarkan peraturan menteri kesehatan no. 43 tahun 2014 di 

kabupaten Padang Lawas Utara.  

3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari 

buku-buku yang berhubungan denganmasalah yang diteliti.
39
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari dan 

menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku, jurnal dan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. 
40

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data 

deskriptif Kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan situasi dan 

kondisi penelitian berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh dalam 

bentuk rangkaian kalimat yang logis yang selanjutnya diberi penjelasan dan 

kesimpulan. Dalam analisis Kualitatif data yang telah diperoleh baik itu data 

primer maupun data sekunder disajikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini 

mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. 
41

 

 

H. Metode Penulisan 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang 

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan  

kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifatkhusus.
42

 

2. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus 

yang berkaitan dengan masalah yang di teliti sehingga memperoleh 

kesimpulan  secaraumum.
43

 

3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah 

yang di bahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian analisa 

sehingga dapat ditarikkesimpulannya. 
44
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil 

penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan 

Kabupaten Padang Lawas Utara sudah baik dalam melakukan pengawasan  

yaitu : “Dinas Kesehatan sudah melakukan pengawasan terhadap pemilik 

depot air minum di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan beberapa langkah-

langkah yang dilakukan dan ada juga faktor-faktor dalam melakukan 

pengawasan tersebut”. Secara lebih khusus penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Dinas Kesehatan Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kualitas Air 

Minum di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan cara : 

a. Aturan tentang pengawasan depot air minum yang mana di atur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2014 terkait pembinaan 

dan pengawasan 

b. Sosialiasai Tentang Pengawasan Depot Air Minum 

Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara melakukan sosialisasi depot 

air minum isi ulang pada senin November 2016 yang diikuti oleh 20 

pengusaha Depot Air Minum dan Tokoh Masyarakat dengan pemateri 

dari BBPOM di Padang Lawas Utara 

c. Pemeriksaan Lapangan 

Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara melakukan sosialisasi depot 

air minum isi ulang sejak November 2016 di Padang Lawas Utara 

yang di lakukan paling sedikit 2 kali dalam setahun 

d. Pengambilan Sampel 

 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan 

pemeriksaan sampel air kimia dan bakteriologis 2 kali setahun sebagai 
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usaha pengawasan eksternal dan di bantu juga oleh tim dari 

Puskesmas  

e. Penyuluhan 

Dalam waktu yang di tentukan Dinas Kesehatan Melakukan 

Penyuluhan Dalam Bidang Kesehatan Air yang mana mengundang 

beberapa pengelola/pemilik depot air minum(DAM) dan adapun 

beberapa pihak yang di undang dapat hadir dalam acara penyuluhan 

berkiraan sekitar 50 0rang.  

2. Ada beberapa faktor dalam melakukan pegawasan yaitu : 

a. Faktor Pendukung 

Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam melakukan 

pengawasan yaitu Dinas Kesehatan memiliki petugas yang terampil, 

sanitarian kit dan lembar lkl dibantu juga oleh Dinas Perizinan dan 

Puskesmas 

b. Faktor Penghambat  

Adapun faktor penghambat dalam melakukan pengawasan adalah 

masih minimnya pengetahuan pemilik usaha tentang air minum yang 

aman. Adapun faktor yang mempengaruhinya adanya pemilik depot 

air minum yang tidak menjalankan sesuai aturan adalah karena terlalu 

besarnya  biaya pemeriksaan sampel Air Minum dari laboratorium 

yang terstandar 

3. Tinjaun Fiqih Siyasah 

Dalam Al-Qur‟an Surah Al-imran 104 yang mana menunjukkan arti 

pentingnya sebuah lembaga pengawasan  al-Qur‟an menetapkan ide dasar 

tentang hidup bernegara dan pemerintahan, dalam bahasa Al-Qur‟an 

segolongan umat‟ yang menjalankan fungsi pengawasaan yaitu al-amr 

bial-ma‟ruf al-nahy‟an al-munkar, meskipun Al-Qur‟an tidak menjelaskan 

lebih lanjut tentang bagaimana bentuk dari lembaga pengawasan tersebut. 

Dari ide dasar itulah fiqih siyasah berkembang menjadi ilmu pengetahuan 

yang membicarakan tentang politik dan bernegara (hukum tata negara). 

Oleh karena itu, objek kajian fiqih siayasah nya meliputi aspek pengaturan 

hubungan antar warga dengan warga negara lain, hubungan antar lembaga 
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negara dengan lembaga negara, baik itu hubungan yang bersifat ekternal 

antara negara dengan lembaga negara, dan hubungan yang bersifat internal 

warga maupun hubungan yang bersifat ekternal antara negara dalam 

berbagai bidang kehidupan. 

Apabila dilihat dari uraian diatas bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten 

Padang Lawas Utara sudah terjalankan dengan baik akan tetapi adanya 

kekurang dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum yang 

ada di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu masih minim nya 

pengetahuan perusahaan atau pemilik depot air minum dalam menjalankan 

bagaimana usaha depot air minum yang baik, dan masih banyak nya depot 

air minum di Kabupaten Padang Lawas Utara yang belum sesuai dengan 

peraturan menteri kesehatan yang ada, seperti depot air minum yang 

memiliki bangunan yang kuat atau tidak kokoh. 

Sedangkan sudah jelas didalam Al-Qur‟an Surah As-Shof ayat 3 

dijelaskan “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan 

apa yang tidak kamu kerjakan”. 

 

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang bersifat membangun dan konstruktif 

disampaikan kepada yang terkait sebagai berikut: 

1. Hendaknya pemerintah membuat aturan baru yang mengatur tentang 

peraturan Hukum Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum khususnya di 

Kabupaten Padang Lawas Utara. 

2. Hendaknya depot air minum isi ulang perlu memperhatikan kebersihan 

selang petugas untuk memindahkan air dari truk tangki ke tangki 

penampungan air depot air minum isi ulang dan perilaku hidup bersih dan 

sehat. 

3. Seharusnya pengawasan yang dilakukan sudah seharusnya lebih 

dioptimalkan lagi agar Depot Air minum dalam melaksanakan usahanya 

dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Disamping itu tim 

pengawas Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara dan Dinas perdagangan 

Padang Lawas Utara agar terus berkordianasi agar efektifitas pengawasan 

dapat berjalan dengan baik.  
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